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GUBERNUR SULAWESI BARAT 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 

                                           NOMOR 31 TAHUN 2015         

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM  

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN 
TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, bantuan keuangan khusus dari provinsi 
kepada kabupaten peruntukan dan pengelolaan yang 
diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi pemberi 
bantuan; 

  b. bahwa dengan adanya penambahan Anggaran pada bidang 
pendidikan dan bidang infrastruktur untuk belanja bantuan 
keuangan khusus dari Provinsi kepada Kabupaten yang 
tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015, maka 
Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada 
Kabupaten, perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi kepada 
Kabupaten Tahun Anggaran 2015;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301);  



  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;   

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;  

  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 26); 

  11.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan  Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 39);  

  12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 
Nomor 5); 

  13. Peraturan Gubernur  Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 
Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat 



(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 
29); 

  14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 
2015 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 
Nomor 30);  

  15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari 
Provinsi Kepada Kabupaten (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2015 Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT 
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN 
KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI KEPADA KABUPATEN 
TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Kepada 
Kabupaten Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga Bab III Alokasi 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
(1) Alokasi bantuan khusus untuk Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp 

61.559.515.000,00 (enam puluh satu milyar lima ratus lima puluh sembilan 
juta lima ratus lima belas ribu rupiah). 
 

(2) Alokasi bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan untuk: 

 
a. bidang pendidikan sebesar Rp 4.577.500.000,00 (empat milyar lima ratus 

tujuh puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah); 
 

b. bidang infrastruktur sebesar Rp 46.612.015.000,00 (empat puluh enam 
milyar enam ratus dua belas juta lima belas ribu rupiah);  
 

c. bidang pariwisata sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); 
 

d. bidang pertanian, peternakan dan perkebunan sebesar Rp 6.150.000.000,00 
(enam milyar seratus lima puluh juta rupiah); 

 
 

e. bidang perikanan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 
 

f. bidang perindagkop sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 
 

Pasal 4  
 

Alokasi Bantuan Keuangan Khusus untuk masing-masing kabupaten sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
Peraturan Gubernur ini. 



Pasal 5  
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 31  
 
 
 
 
 
  

Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal 28 Oktober 2015  
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

ttd 
 

H. ANWAR ADNAN SALEH 

Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 28 Oktober 2015 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 
 
 
 

                   ttd 
 
 
 
 

 

H. MUH. JAMIL BARAMBANGI 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya   
Mamuju, tanggal    
 

      KEPALA BIRO HUKUM, 
 
 
 

 
 
H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP  : 19560303 198703 1 007 


